Eco-lqtishodi

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 7, Nomor 2, Januari 2026

P-ISSN: 2685-2721 dan E-ISSN: 268-2721

Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Pendapatan, Ketimpangan,
dan Kemiskinan di Indonesia: Suatu Tinjauan Pustaka Economic
Development oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith

Gugun Sodik", Suskim Riantani?
Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya!, Universitas Widyatama?®
Email: sodikgugun@gmail.com", suskim.riantani@widyatama.ac.id®

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis dampak kebijakan ekonomi terhadap pendapatan,
ketimpangan, dan kemiskinan di Indonesia dengan memanfaatkan konsep-konsep dari buku Economic
Development karya Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Teori dan pendekatan pembangunan yang
dikemukakan Todaro dan Smith, seperti Kurva Kuznets, kemiskinan multidimensi, dan kebijakan pro-poor,
digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan pustaka, dengan fokus pada kebijakan fiskal,
moneter, dan program sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia telah
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan dan pengurangan ketimpangan ekonomi,
meskipun efektivitasnya bervariasi tergantung pada implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan redistribusi,
seperti bantuan sosial dan subsidi, terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai dengan
pendekatan kemiskinan multidimensi yang disarankan oleh Todaro dan Smith. Namun, tantangan terkait
pemerataan distribusi dan aksesibilitas di daerah terpencil masih menjadi hambatan signifikan dalam mencapai
pembangunan yang inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia secara umum
selaras dengan teori pembangunan yang dipaparkan oleh Todaro dan Smith, tetapi upaya lebih lanjut diperlukan
untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas kebijakan. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki
distribusi bantuan sosial dan meningkatkan akses bagi kelompok rentan guna mencapai pembangunan yang
lebih berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: kebijakan ekonomi, pendapatan, ketimpangan, kemiskinan, tinjauan pustaka, Todaro dan Smith,
Indonesia.

Abstract

This study aims to review and analyze the impact of economic policies on income, inequality, and poverty in
Indonesia, utilizing concepts from the book Economic Development by Michael P. Todaro and Stephen C.
Smith. Theories and development approaches put forth by Todaro and Smith, such as the Kuznets Curve,
multidimensional poverty, and pro-poor policies, serve as the framework for evaluating the effectiveness of
economic policies in Indonesia. This study employs a qualitative descriptive approach through a literature
review, focusing on fiscal, monetary, and social programs. The results indicate that economic policies in
Indonesia have positively impacted income growth and reduced economic inequality, although their
effectiveness varies depending on policy implementation. Redistribution policies, such as social assistance and
subsidies, have proven effective in reducing poverty levels, consistent with the multidimensional poverty
approach suggested by Todaro and Smith. However, challenges related to equitable distribution and
accessibility in remote areas remain significant obstacles to achieving inclusive development. This study
concludes that Indonesia's economic policies generally align with the development theories presented by
Todaro and Smith, but further efforts are needed to enhance policy implementation and effectiveness.
Recommendations are provided to improve the distribution of social assistance and increase access for
vulnerable groups in order to achieve more sustainable and inclusive development.

Keywords: economic policy, income, inequality, poverty, literature review, Todaro and Smith, Indonesia.
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PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan salah satu tujuan utama negara
berkembang, termasuk Indonesia. Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan menurunkan tingkat
kemiskinan membutuhkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Meskipun
Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam satu dekade terakhir,
berbagai tantangan struktural masih menghambat terciptanya distribusi kesejahteraan yang merata.
Tantangan tersebut terutama terlihat pada ketimpangan pendapatan, disparitas antarwilayah, serta
konsentrasi kemiskinan di daerah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lagi memadai, sehingga diperlukan kebijakan redistribusi
dan program yang berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam Economic Development menekankan
berbagai teori pembangunan yang relevan untuk memahami dinamika tersebut. Salah satu konsep
yang paling berpengaruh adalah Kurva Kuznets, yang menyatakan bahwa ketimpangan
pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan sebelum akhirnya menurun
ketika pertumbuhan ekonomi mulai dinikmati secara lebih merata. Selain itu, Todaro dan Smith
menegaskan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur hanya melalui
indikator pendapatan. Faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan akses terhadap
layanan dasar berperan penting dalam membentuk kondisi kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh.

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan relevansi yang kuat dengan konsep-konsep
tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada Maret 2023
tercatat sebesar 9,36% atau sekitar 25,90 juta orang, dan menurun menjadi 8,57% atau sekitar
24,06 juta orang pada September 2024 (Gambar 1). Penurunan ini mencerminkan adanya
perbaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun jumlah penduduk miskin masih cukup besar secara
absolut. Tren tersebut mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan pemerintah mulai
menunjukkan hasil, terutama melalui perluasan program perlindungan sosial serta penguatan
pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun demikian, penurunan kemiskinan yang relatif lambat
mengungkapkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dapat diakses
oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat di wilayah
perdesaan serta kawasan timur Indonesia. Selain itu, tantangan struktural seperti rendahnya
produktivitas tenaga kerja, keterbatasan akses infrastruktur dasar, serta ketergantungan pada sektor
informal menyebabkan sebagian masyarakat tetap berada dekat garis kemiskinan dan rentan
kembali jatuh miskin akibat guncangan ekonomi. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan
kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan jangka pendek, tetapi juga
memperkuat fondasi pembangunan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup
secara menyeluruh.
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Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2018-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Di sisi lain, Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan pendapatan menunjukkan fluktuasi,
yaitu sebesar 0,388 pada Maret 2023 dan turun menjadi 0,379 pada Maret 2024 (Gambar 2). Nilai
ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di Indonesia masih berada pada kategori menengah ke
tinggi, sehingga isu distribusi pendapatan tetap menjadi perhatian penting dalam kerangka
pembangunan inklusif. Meskipun terjadi perbaikan, penurunan Gini Ratio tersebut relatif kecil dan
mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum tersebar secara merata di seluruh
kelompok masyarakat. Ketimpangan antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan
perdesaan, masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap
pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi. Selain itu, dominasi pekerjaan sektor informal dan
konsentrasi kekayaan pada kelompok pendapatan atas turut memperlambat proses pemerataan
kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perlu lebih menekankan
peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta
penguatan sistem perlindungan sosial untuk mempersempit kesenjangan pendapatan secara
berkelanjutan.

Selain kemiskinan moneter, ukuran kemiskinan multidimensi (Multidimensional Poverty
Index/MPI) yang dikembangkan oleh UNDP dan OPHI juga menunjukkan bahwa sebagian
masyarakat Indonesia mengalami deprivasi pada dimensi non-moneter seperti pendidikan,
kesehatan, dan akses terhadap fasilitas dasar. Meskipun nilai MPI Indonesia relatif kecil, indikator
intensitas deprivasi menunjukkan bahwa kelompok miskin sering kali mengalami kekurangan
pada beberapa aspek kesejahteraan sekaligus. Hal ini memperkuat pandangan Todaro dan Smith
bahwa pengentasan kemiskinan harus memperhatikan dimensi yang lebih luas daripada sekadar
pendapatan.
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Gambar 2. Tingkat Gini Ratio di Indonesia Periode 2018-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Perlu pula dicatat bahwa terdapat perbedaan metodologi antara pengukuran kemiskinan
BPS dan standar internasional seperti garis kemiskinan Bank Dunia. Perbedaan ini sering
menimbulkan variasi angka yang signifikan dalam berbagai laporan, seperti pada World Bank
Macro Poverty Outlook dibandingkan angka resmi BPS. Oleh karena itu, analisis mengenai
kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia harus mempertimbangkan kerangka metodologis yang
digunakan masing-masing lembaga agar interpretasi data lebih tepat dan konsisten secara
akademik.

Dengan memadukan teori pembangunan dari Todaro dan Smith serta data empiris terbaru
mengenai kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
dampak kebijakan ekonomi nasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan fiskal,
moneter, maupun program sosial dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Meninjau dan menganalisis dampak kebijakan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat
di Indonesia.

2. Mengkaji peran kebijakan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan
merujuk pada teori pembangunan Todaro dan Smith.

3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di
Indonesia dengan mempertimbangkan perspektif kemiskinan multidimensi.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana dampak kebijakan ekonomi di Indonesia terhadap pendapatan masyarakat?

2. Bagaimana peran kebijakan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia
menurut perspektif Todaro dan Smith?

3. Seberapa efektif kebijakan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia
berdasarkan pendekatan kemiskinan multidimensi?
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TINJAUAN PUSTAKA
1. Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Kurva Kuznets

Studi empiris mengenai Indonesia menunjukkan bukti yang bervariasi terkait hipotesis
Kuznets. Secara historis, periode ekspansi ekonomi yang cepat telah disertai dengan peningkatan
pendapatan rata-rata dan penurunan kemiskinan absolut, namun perbaikan dalam distribusi
pendapatan tidak selalu terjadi secara otomatis. Ketimpangan sering kali melebar pada tahap awal
industrialisasi dan transisi urban, dan cenderung menyempit hanya setelah intervensi redistributif
yang lebih intensif diterapkan.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Todaro dan Smith bahwa pertumbuhan saja tidak
cukup untuk menghasilkan hasil yang adil, diperlukan kebijakan redistributif yang terarah untuk
mendorong perekonomian menuju distribusi pendapatan yang lebih merata. Data Indonesia dari
BPS serta analisis Bank Dunia menguatkan pola ini, menunjukkan bahwa meskipun konsumsi
median meningkat, keuntungan ekonomi tersebut tidak terdistribusi secara merata antar desil,
sehingga menghasilkan ketimpangan yang tetap persisten (World Bank Open Data).

2. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Berbagai studi evaluasi menunjukkan kontribusi positif dari program-program redistributif
Indonesia termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta
berbagai subsidi terhadap kesejahteraan rumah tangga berpendapatan rendah. Bukti empiris
menunjukkan bahwa PKH dan BPNT telah meningkatkan konsumsi pangan, memperbaiki asupan
gizi, serta berkontribusi pada peningkatan hasil kesehatan dan pendidikan di rumah tangga
penerima manfaat. Namun demikian, efektivitas keseluruhan dari kebijakan-kebijakan ini sangat
bergantung pada ketepatan sasaran, cakupan penerima, serta keandalan mekanisme penyaluran,
terutama di wilayah terpencil. Analisis simulasi lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan sangat responsif terhadap perubahan cakupan bantuan sosial, di mana peningkatan
akurasi dan perluasan jangkauan menghasilkan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan
(Mahesa Institute)

3. Dampak Kebijakan Moneter terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan

Literatur makroekonomi yang lebih luas menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui
penyesuaian suku bunga dan likuiditas terutama memengaruhi inflasi dan stabilitas
makroekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada daya beli rumah tangga dan kondisi
investasi. Namun, dampak distribusional langsung dari kebijakan moneter cenderung lebih kecil
dibandingkan kebijakan fiskal yang bersifat redistributif. Dalam konteks Indonesia, studi Bank
Dunia menunjukkan bahwa inflasi harga pangan dan volatilitas harga secara tidak proporsional
memengaruhi rumah tangga rentan, sehingga menegaskan pentingnya menjaga inflasi yang rendah
dan stabil untuk melindungi pendapatan riil. Dengan demikian, kebijakan moneter yang menjaga
stabilitas harga dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan yang muncul akibat guncangan
harga (World Bank)
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4. Pengukuran Kemiskinan: Indikator Multidimensi vs. Garis Kemiskinan Berbasis
Pendapatan

Todaro dan Smith menekankan pentingnya penerapan pendekatan multidimensi dalam
pengukuran kemiskinan. Bukti dari Indonesia, termasuk penggunaan Multidimensional Poverty
Index (MPI), menunjukkan bahwa banyak bentuk deprivasi tidak dapat ditangkap oleh ukuran
kemiskinan berbasis pendapatan semata. Indikator terkait pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan
akses terhadap infrastruktur dasar mengungkapkan disparitas spasial yang signifikan, terutama di
daerah pedesaan dan di antara kelompok pekerjaan tertentu seperti buruh tani. Penerapan MPI
dalam penelitian empiris memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemiskinan
dan memungkinkan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk evaluasi terhadap
program sosial non-monetary (Human Development Reports)

5. Tantangan Tata Kelola, Akses Wilayah Terpencil, dan Perancangan Kebijakan Pro-Poor
yang Efektif

Banyak penelitian kebijakan mengidentifikasi tantangan yang masih terus bertahan terkait
tata kelola (kesalahan penargetan, kebocoran, korupsi), kondisi geografis (akses terbatas di daerah
terpencil seperti Papua dan NTT), serta hambatan struktural (tingginya sektor informal dan
ketergantungan pada sektor primer). Tantangan-tantangan ini sering kali membatasi efektivitas
program pengentasan kemiskinan. Studi simulasi kebijakan secara konsisten menunjukkan bahwa
peningkatan akurasi penargetan, perluasan cakupan program, dan penguatan mekanisme
penyaluran dapat menghasilkan penurunan kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu,
rekomendasi kebijakan terbaru menekankan pentingnya memperkuat registri sosial terpadu,
memperluas sistem penyaluran digital, dan meningkatkan layanan publik esensial di wilayah
tertinggal untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan program (jurnal.kemenkopmk.go.id)

6. Ringkasan Temuan Empiris

1. Kuznets dan distribusi pendapatan, bukti empiris untuk Indonesia bersifat campuran bahwa
pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan pendapatan rata-rata dan menurunkan
kemiskinan absolut, tetapi distribusi manfaat pertumbuhan tidak selalu merata sehingga
ketimpangan dapat meningkat pada fase-fase tertentu. Hal ini sejalan dengan peringatan
Todaro & Smith bahwa pertumbuhan harus didampingi kebijakan redistributive (World
Bank).

2. Efektivitas bantuan sosial (PKH, BPNT Sembako, subsidi lain), evaluasi program
menunjukkan dampak positif pada konsumsi pangan, asupan gizi, dan beberapa indikator
kesehatan atau pendidikan penerima, tetapi efektivitas bergantung pada akurasi targeting,
cakupan, dan mekanisme distribusi. Studi-studi evaluasi dan simulasi menegaskan bahwa
memperluas cakupan dan meningkatkan akurasi bisa memberikan penurunan kemiskinan
yang signifikan (Mahesa Institute).

3. Peran kebijakan moneter membuktikan bahwa kebijakan moneter berperan dalam menjaga
stabilitas harga dan menyerap shock, aspek penting untuk melindungi daya beli kelompok
rentan, namun efek distribusional langsung lebih terbatas dibanding kebijakan fiscal atau
redistributive (World Bank).
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4. Pengukuran multidimensi, MPI menambah wawasan tentang deprivasl non-moneter yang
tidak tercakup oleh indikator pendapatan, penerapan MPI di Indonesia memperlihatkan
konsentrasi deprivasl pada wilayah pedesaan dan kelompok pekerja rentan, sehingga
kebijakan pro-poor perlu diarahkan ke intervensi layanan dasar dan pemberdayaan
ekonomi lokal (Human Development Reports).

METODE

Artikel ini merupakan artikel kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka.
Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji dampak kebijakan ekonomi terhadap
pendapatan, ketimpangan, dan kemiskinan di Indonesia melalui penggunaan teori dan konsep
dalam buku Economic Development karya Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Artikel
kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam fenomena ekonomi, khususnya
dampak kebijakan ekonomi terhadap pembangunan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber:

1. Buku Referensi Utama: Economic Development karya Michael P. Todaro dan Stephen C.
Smith, yang berfungsi sebagai acuan teoretis dan kerangka konseptual untuk menganalisis
kebijakan ekonomi di Indonesia.

2. Sumber Data Sekunder Lainnya:

a. Data Statistik: Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, dan laporan dari
Kementerian Keuangan untuk memperoleh informasi mengenai pendapatan, ketimpangan,
dan kemiskinan di Indonesia.

b. Studi Empiris Terkait: Artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang
relevan dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Sumber data sekunder dipilih karena mampu menyediakan informasi yang komprehensif
mengenai perkembangan kebijakan dan dampaknya, serta data statistik yang dapat mendukung
analisis penelitian.

PEMBAHASAN
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Ketimpangan

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi,
distribusi pendapatan, dan ketimpangan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dan sangat
penting dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas suatu negara dalam
memproduksi barang dan jasa dalam suatu periode waktu, yang biasanya diukur melalui
peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Todaro dan Smith menekankan bahwa pertumbuhan
ekonomi merupakan komponen penting dari pembangunan, tetapi tidak selalu cukup untuk
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mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pentingnya pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi
ke seluruh lapisan masyarakat menjadi fokus utama dalam analisis mereka. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi tidak menjamin perbaikan kondisi kelompok miskin apabila distribusi pendapatan
tidak merata. Penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi terutama kebijakan fiskal dan
perlindungan social telah memberikan kontribusi terhadap stabilisasi dan perbaikan pendapatan
rumah tangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024,
persentase penduduk miskin turun menjadi 9,03% dengan jumlah sekitar 25,22 juta orang.
Selanjutnya, pada September 2024, angka kemiskinan tercatat semakin menurun menjadi 8,57%
atau sekitar 24,06 juta orang. Penurunan ini mencerminkan bahwa banyak rumah tangga berhasil
menaikkan pengeluaran atau pendapatan mereka di atas garis kemiskinan, yang mungkin
dipengaruhi oleh program bantuan sosial, subsidi, dan berbagai intervensi fiscal atau keuangan
pemerintah. Dengan demikian, kebijakan ekonomi telah membantu memperkuat daya beli dan
pendapatan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

b. Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan

Distribusi pendapatan merujuk pada bagaimana pendapatan nasional dibagikan di antara
penduduk suatu negara. Ketimpangan pendapatan merupakan perhatian utama dalam teori
pembangunan karena distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menghambat upaya
pengentasan kemiskinan dan mengganggu stabilitas sosial. Teori Kuznets: Todaro dan Smith
menjelaskan Teori Kuznets yang dikemukakan oleh Simon Kuznets, yang menggambarkan
hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dalam bentuk Kurva
U-terbalik. Menurut teori ini, pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung
meningkat karena sebagian besar manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok kaya.
Namun, setelah mencapai titik tertentu dalam proses pembangunan, ketimpangan mulai menurun
seiring dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi
yang lebih luas. Todaro dan Smith menggunakan teori ini untuk menjelaskan mengapa negara
berkembang sering menghadapi ketimpangan tinggi pada tahap awal industrialisasi.

Indeks Gini: Todaro dan Smith juga menggunakan Indeks Gini sebagai alat untuk
mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu negara. Indeks Gini merupakan ukuran
statistik yang berkisar dari 0 (kesetaraan sempurna di mana seluruh penduduk memiliki
pendapatan yang sama) hingga 1 (ketimpangan sempurna di mana satu orang memiliki seluruh
pendapatan). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di negara
tersebut. Todaro dan Smith menekankan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya
memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan ketidakstabilan
politik. Fakta bahwa disparitas antarkelompok dan antardaerah tetap ada menunjukkan bahwa
peningkatan pendapatan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sebuah hal penting yang
disoroti oleh teori pembangunan seperti pada Economic Development karya Michael P. Todaro
dan Stephen C. Smith: pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan harus diiringi dengan
distribusi manfaat agar kesejahteraan dirasakan luas.
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2. Konsep Kemiskinan Multidimensional dan Indikator-Indikatornya

Kemiskinan tidak hanya sekadar tidak adanya pendapatan yang memadai, tetapi juga
mencakup aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kualitas hidup. Oleh karena itu, Todaro dan
Smith memperkenalkan konsep kemiskinan multidimensional, yang melihat kemiskinan sebagai
fenomena yang kompleks dan mencakup lebih dari sekadar aspek ekonomi. Pendekatan ini
mempertimbangkan berbagai dimensi yang saling terkait yang mempengaruhi kesejahteraan
individu dan rumah tangga.

A. Konsep Kemiskinan Multidimensional

Kemiskinan multidimensional didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau
kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap berbagai aspek dasar kehidupan yang
diperlukan untuk hidup secara bermartabat. Aspek-aspek ini mencakup bukan hanya pendapatan,
tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan yang layak, dan
partisipasi sosial. Dengan pendekatan ini, kemiskinan menjadi lebih kompleks dan melibatkan
berbagai indikator kesejahteraan.

B. Indikator-Indikator Kemiskinan Multidimensional

Menurut Todaro dan Smith, untuk memahami kemiskinan secara holistik, kita harus melihat
beberapa dimensi dan indikatornya, antara lain:

1. Pendapatan dan Konsumsi: Pendapatan per kapita atau konsumsi digunakan untuk mengukur
kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, indikator ini saja tidak
cukup untuk menggambarkan kesejahteraan secara keseluruhan.

2. Akses terhadap Pendidikan:

a. Angka Partisipasi Sekolah: Mengukur proporsi anak yang bersekolah pada usia
yang seharusnya.

b. Lama Rata-Rata Sekolah: Mengukur tingkat pencapaian pendidikan masyarakat,
yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

3. Kesehatan:

a. Angka Harapan Hidup: Mengukur kualitas kesehatan dan kesejahteraan fisik
masyarakat.

b. Akses terhadap Layanan Kesehatan: Mengukur kemampuan masyarakat untuk
mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

4. Kondist Perumahan dan Infrastruktur:

a. Akses terhadap Air Bersih: Mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sumber air bersih yang aman.

b. Akses terhadap Sanitasi Layak: Mengukur kualitas dan aksesibilitas sarana sanitasi.

5. Akses terhadap Pekerjaan Layak: Mengukur proporsi pekerja yang memiliki pekerjaan tetap
dan mendapatkan upah layak, yang menjadi indikator penting dalam mengurangi kemiskinan.
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6. Ketahanan Pangan: Mengukur kemampuan individu atau keluarga untuk memiliki akses yang
cukup terhadap makanan yang aman dan bergizi.

Menurut Todaro dan Smith, untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, diperlukan
pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan semua dimensi tersebut. Hal ini berarti bahwa
kebijakan harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk
memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, guna menciptakan
pembangunan yang benar-benar inklusif. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti Kuznets
Curve, Indeks Gini, dan kemiskinan multidimensional, Todaro dan Smith memberikan perspektif
bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari sisi pertumbuhan PDB semata. Fokus
harus diberikan pada bagaimana pertumbuhan tersebut didistribusikan dan apakah mencakup
seluruh aspek yang memengaruhi kesejahteraan manusia. Pendekatan ini menjadi dasar bagi
kebijakan ekonomi yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi
juga untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

3. Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Kebijakan ekonomi di Indonesia terdiri dari berbagai strategi dan langkah yang diambil
oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi
kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan sosial. Kebijakan ini mencakup kebijakan fiskal,
kebijakan moneter, serta kebijakan sektor yang lebih spesifik. Kebijakan fiskal dan moneter di
Indonesia memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, sesuai dengan
teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith.
Kedua penulis menekankan bahwa untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan mengurangi
ketimpangan, kebijakan ekonomi harus secara langsung mempengaruhi pendapatan kelompok
miskin dan terpinggirkan, bukan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi secara umum.

A. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mencakup langkah-langkah pemerintah dalam hal pengeluaran dan
perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan redistribusi pendapatan.
Di Indonesia, kebijakan fiskal memainkan peran penting melalui beberapa mekanisme:

1. Subsidi dan Bantuan Sosial: Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program
subsidi, seperti subsidi energi dan pangan, serta program bantuan sosial seperti Program
Keluarga Harapan (PKH). Subsidi ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat
miskin, yang sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith tentang kebijakan pro-poor yang
harus bertujuan langsung untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini berusaha
mengurangi ketimpangan dengan memastikan bahwa kelompok berpendapatan rendah
memperoleh manfaat langsung dari subsidi dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Pengeluaran untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Todaro dan Smith juga menekankan
pentingnya investasi pada sumber daya manusia sebagai cara untuk mengurangi
ketimpangan dalam jangka panjang. Di Indonesia, anggaran pendidikan dan kesehatan
mendapat perhatian signifikan dalam kebijakan fiskal, dengan tujuan meningkatkan akses
dan kualitas layanan bagi masyarakat miskin. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan
dan kesehatan, masyarakat miskin memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan
pendapatannya, sehingga ketimpangan dapat berkurang dalam jangka panjang.
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3.

Kebijakan Pajak yang Progresif: Penerapan kebijakan pajak progresif di Indonesia
bertujuan untuk mengenakan pajak lebih tinggi kepada kelompok berpendapatan tinggi,
sementara kelompok berpendapatan rendah dikenakan pajak lebih rendah atau bahkan
dibebaskan. Hal ini diharapkan dapat membantu redistribusi pendapatan, di mana hasil
pajak digunakan untuk mendanai program-program sosial bagi masyarakat miskin.

B. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter, yang terutama dikelola oleh Bank Indonesia, juga memiliki dampak

signifikan terhadap distribusi pendapatan. Menurut Todaro dan Smith, stabilitas ekonomi makro
sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin, dan kebijakan moneter dapat
digunakan untuk mengurangi ketimpangan melalui beberapa cara:

1.

Pengendalian Inflasi: Inflasi yang tinggi cenderung lebih berdampak buruk terhadap
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena mereka memiliki proporsi
pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kebijakan moneter
di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas inflasi membantu melindungi daya
beli kelompok miskin, yang sesuai dengan pandangan Todaro dan Smith bahwa stabilitas
ekonomi makro adalah elemen kunci untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Kredit dan Akses Keuangan: Bank Indonesia juga memainkan peran dalam mendorong
inklusi keuangan dengan memfasilitasi akses kredit bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM). Todaro dan Smith berpendapat bahwa akses terhadap kredit adalah
salah satu cara untuk mendorong redistribusi pendapatan, karena dapat memberikan
kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memulai usaha dan meningkatkan
pendapatannya. Di Indonesia, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah diluncurkan
untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM, yang berpotensi mengurangi ketimpangan.

C. Kebijakan Sektor Spesifik

Pemerintah Indonesia juga mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik untuk sektor-

sektor tertentu, seperti:

1.

Kebijakan Pertanian: Program yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas
pertanian, seperti penyediaan benih unggul, pelatihan petani, dan akses ke pasar. Kebijakan
ini penting untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketimpangan antara
daerah perkotaan dan pedesaan.

Kebijakan Energi: Indonesia berusaha untuk meningkatkan ketahanan energi melalui
diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan energi
terbarukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar
fosil dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan
transportasi umum menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang dapat membantu
mengurangi ketimpangan antar daerah.
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D. Dampak Kebijakan Ekonomi

Meskipun kebijakan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
dan mengurangi kemiskinan, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti:

1. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan
pendapatan dan kemiskinan masih menjadi isu signifikan, terutama antara daerah
perkotaan dan pedesaan. Kebijakan perlu lebih difokuskan untuk memastikan bahwa
manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Korupsi dan Birokrasi: Tantangan dalam implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi
oleh masalah korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, yang dapat menghambat efektivitas
program-program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Kebijakan ekonomi di Indonesia berfokus pada pertumbuhan yang inklusif dan
berkelanjutan, namun tantangan seperti kesenjangan sosial dan korupsi masih mempengaruhi
efektivitasnya. Dalam konteks teori pembangunan ekonomi yang diungkapkan oleh Todaro dan
Smith, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan agar dapat
secara efektif mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan, serta memastikan pertumbuhan
yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

4. Analisis Berdasarkan Teori Todaro dan Smith

Menurut teori yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith, kebijakan fiskal dan moneter
yang efektif harus berfokus pada dua hal: pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara merata. Di Indonesia, kebijakan fiskal yang berfokus pada pengeluaran sosial
dan subsidi bertujuan untuk mendukung kelompok rentan, sementara kebijakan moneter yang
menjaga stabilitas harga bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin.

Namun, efektivitas kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh masalah implementasi.
Misalnya, meskipun bantuan sosial dan subsidi telah terbukti membantu mengurangi kesenjangan,
tantangan dalam hal penargetan yang tidak tepat dan birokrasi yang lambat sering kali mengurangi
dampak positifnya. Todaro dan Smith juga menekankan pentingnya kebijakan yang komprehensif
dan koheren untuk benar-benar mengatasi ketimpangan, yang berarti kebijakan fiskal dan moneter
harus dilengkapi dengan inisiatif lain, seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan
peningkatan akses ke layanan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, meskipun telah ada peningkatan dalam mengatasi ketimpangan
dan kemiskinan, kesenjangan tetap menjadi masalah yang signifikan, terutama antara daerah
perkotaan dan pedesaan. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi harus terus ditingkatkan
agar dapat secara efektif mempengaruhi distribusi pendapatan dan mendukung pembangunan yang
inklusif, sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi yang inklusif dari Todaro dan Smith.

A. Kebijakan Redistribusi di Indonesia Ditinjau Konsep Kuznets Curve.
1. Efektivitas Kebijakan Redistribusi

a. Pengurangan Kesenjangan: Beberapa kebijakan, seperti program perlindungan sosial dan
investasi dalam pendidikan, telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi
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ketimpangan pendapatan. Masyarakat miskin mendapatkan akses lebih baik terhadap
sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan.

b. Tantangan Implementasi: Meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam hal birokrasi,
korupsi, dan penargetan yang tidak tepat masih mempengaruhi efektivitas program
redistribusi. Banyak bantuan sosial tidak menjangkau kelompok yang paling
membutuhkan, atau ada yang terserap oleh mereka yang tidak memenubhi syarat.

2. Hubungan dengan Kuznets Curve

a. Kuznets Curve: Konsep ini menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi,
ketimpangan cenderung meningkat, tetapi pada tahap yang lebih tinggi, ketimpangan akan
menurun seiring dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Di Indonesia, meskipun
telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kesenjangan pendapatan masih
menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih.

b. Kesesuaian dengan Kuznets Curve: Indonesia berada dalam fase di mana ketimpangan
pendapatan mungkin belum menurun secara signifikan, meskipun pertumbuhan ekonomi
positif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi yang lebih agresif diperlukan untuk
memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Indeks Gini dan Dampaknya

a. Indeks Gini: Sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, Indeks Gini di Indonesia
menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. Kebijakan redistribusi yang
dirancang untuk menurunkan Indeks Gini harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi
masyarakat miskin dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya.

b. Monitoring dan Evaluasi: Penting bagi pemerintah untuk secara terus-menerus memantau
dan mengevaluasi dampak dari kebijakan redistribusi. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan survei dan penelitian untuk memahami seberapa besar kebijakan tersebut
berhasil mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan terhadap kesenjangan ekonomi di Indonesia berfokus pada redistribusi
pendapatan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui berbagai program sosial dan investasi.
Meskipun ada beberapa kemajuan, tantangan dalam implementasi dan pengelolaan masih perlu
diatasi. Dengan merujuk pada konsep Kuznets Curve, terlihat bahwa untuk mengurangi
ketimpangan secara efektif, perlu adanya kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif yang
memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Upaya berkelanjutan dalam kebijakan redistribusi akan sangat penting untuk mencapai tujuan
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Kemiskinan dan Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia

Kemiskinan dan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia adalah isu yang saling terkait
dan menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan perlindungan sosial dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok
masyarakat yang rentan dan miskin, guna membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan
meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah penjelasan mengenai kemiskinan dan kebijakan
perlindungan sosial di Indonesia:
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A. Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional.

Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa
dekade terakhir, tantangan dalam mengurangi kemiskinan masih ada. Beberapa faktor yang
berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia meliputi:

1.

Kesenjangan Ekonomi: Perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelompok kaya dan
miskin, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, berkontribusi terhadap
ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Akses Terbatas terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Banyak masyarakat miskin yang
mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan. Hal
ini menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas,
serta mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

Kerentanan Terhadap Guncangan Ekonomi: Masyarakat miskin sering kali lebih rentan
terhadap fluktuasi ekonomi, seperti kenaikan harga pangan, bencana alam, atau krisis
ekonomi. Tanpa perlindungan yang memadai, mereka dapat jatuh kembali ke dalam
kemiskinan.

B. Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perlindungan sosial

untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Beberapa kebijakan utama meliputi:

1.

a.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Deskripsi: PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan
keuangan kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti anak-anak yang harus
bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan.

Tujuan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memutus
siklus kemiskinan dengan mendorong pendidikan dan kesehatan anak-anak.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Deskripsi: BLT adalah program yang memberikan bantuan keuangan langsung kepada
masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, terutama saat terjadi
krisis atau keadaan darurat, seperti pandemi COVID-19.

Tujuan: Tujuan BLT adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang rentan dan
membantu mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Program Sembako

Deskripsi: Program Sembako (Bantuan Pangan) memberikan bantuan pangan kepada
masyarakat miskin untuk memastikan mereka memiliki akses yang cukup terhadap
kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, dan bahan makanan lainnya.
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b. Tujuan: Program ini bertujuan untuk mengurangi kerawanan pangan dan memastikan
ketahanan pangan bagi keluarga miskin.

4. Akses Pendidikan dan Kesehatan

a. Deskripsi: Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pendidikan dan layanan
kesehatan melalui peningkatan anggaran dan pembangunan infrastruktur. Beberapa
program juga menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin.

b. Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di kalangan masyarakat miskin
untuk meningkatkan kemampuan mereka berkontribusi pada perekonomian.

C. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial

Meskipun kebijakan perlindungan sosial telah memberikan manfaat bagi masyarakat,
masih terdapat tantangan dalam implementasinya:

1. Pentingnya Penargetan: Penargetan yang tepat sangat penting untuk memastikan bantuan
sosial menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Masih ada kasus di mana bantuan
tidak tepat sasaran atau tidak mencakup semua kelompok yang berhak.

2. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi
efektivitas program-program perlindungan sosial. Pemotongan anggaran atau pengalihan
sumber daya dapat mengurangi kemampuan program untuk menjangkau semua yang
membutuhkan.

3. Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dalam
pelaksanaan program perlindungan sosial dapat menyebabkan duplikasi atau kekurangan
dalam layanan.

4. Persepsi Masyarakat: Beberapa program mungkin tidak diterima dengan baik oleh
masyarakat karena kurangnya pemahaman atau stigma terhadap penerima bantuan.
Edukasi dan sosialisasi yang baik penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks yang memerlukan
pendekatan yang holistik. Kebijakan perlindungan sosial memainkan peran penting dalam upaya
pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan
melanjutkan dan memperkuat program-program tersebut, serta mengatasi tantangan dalam
implementasi, Indonesia dapat berharap untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial
secara lebih efektif. Keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan juga akan berkontribusi pada
stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Analisis efektivitas kebijakan perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan,
dihubungkan dengan pendekatan multidimensional dari Todaro dan Smith.

Analisis mengenai efektivitas kebijakan perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan
di Indonesia dapat dilakukan dengan merujuk pada pendekatan multidimensional yang diusulkan
oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan
bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga mencakup dimensi lain seperti pendidikan,
kesehatan, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi sosial. Berikut adalah analisis yang
menghubungkan kebijakan perlindungan sosial dengan pendekatan multidimensional ini:
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A. Pendekatan Multidimensional terhadap Kemiskinan

Todaro dan Smith menegaskan bahwa kemiskinan harus dipahami sebagai kondisi

multidimensional yang mencakup beberapa aspek:

1.

Pendapatan: Pendapatan yang rendah adalah salah satu indikator utama kemiskinan, tetapi
tidak cukup untuk menggambarkan kondisi hidup seseorang.

Kesehatan: Kesehatan yang buruk dapat membatasi produktivitas dan mempengaruhi
kemampuan seseorang untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Pendidikan: Akses terhadap pendidikan yang berkualitas sangat penting untuk
meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, yang dapat membantu individu keluar dari
kemiskinan.

Kondisi Sosial: Partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, serta akses terhadap jaringan
sosial, dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan komunitas.

B. Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia

Kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program akses pendidikan dan kesehatan, dirancang untuk
mengatasi kemiskinan dari berbagai dimensi. Berikut adalah analisis efektivitasnya berdasarkan
pendekatan multidimensional:

1.

a.

Pengurangan Kemiskinan Melalui Pendapatan

Efektivitas: Program BLT dan PKH memberikan bantuan keuangan langsung kepada
keluarga miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan daya
beli. Hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan secara langsung.

Tantangan: Penargetan yang tidak tepat atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan dapat
mengakibatkan beberapa keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan
bantuan yang seharusnya.

Akses Terhadap Pendidikan

Efektivitas: Program pendidikan yang bersubsidi dan beasiswa bagi anak-anak dari
keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan. Dengan pendidikan yang
lebih baik, generasi muda memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan
yang lebih baik dan keluar dari siklus kemiskinan.

Tantangan: Meskipun ada program pendidikan, kualitas pendidikan di daerah terpencil
sering kali masih rendah. Tanpa adanya peningkatan kualitas pendidikan, program ini
mungkin tidak menghasilkan dampak yang diharapkan.

Peningkatan Kesehatan

Efektivitas: Kebijakan perlindungan sosial yang mengaitkan bantuan dengan kesehatan,
seperti memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan,
bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kesehatan yang lebih baik
dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas kerja individu.
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b. Tantangan: Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi masalah,
terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat menghambat efektivitas program perlindungan
sosial dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

4. Partisipasi Sosial dan Keterlibatan Komunitas

a. Efektivitas: Beberapa program perlindungan sosial melibatkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan dan pelaksanaan, yang dapat memperkuat jaringan sosial dan
meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program tersebut.

b. Tantangan: Jika program tidak melibatkan masyarakat secara aktif, ada risiko bahwa
bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga mengurangi efektivitasnya.

C. Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan pendekatan multidimensional dari Todaro dan Smith, evaluasi efektivitas kebijakan
perlindungan sosial di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa aspek:

1. Komprehensivitas: Kebijakan harus mencakup semua dimensi kemiskinan, termasuk
pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Program yang hanya berfokus
pada aspek pendapatan mungkin tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara holistik.

2. Penargetan dan Aksesibilitas: Penargetan yang tepat dan aksesibilitas terhadap program
sangat penting. Kebijakan perlu memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-
benar membutuhkan.

3. Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah miskin
sangat penting untuk memastikan dampak jangka panjang dari kebijakan perlindungan
sosial.

4. Monitoring dan Evaluasi: Sistem monitoring dan evaluasi yang baik diperlukan untuk
menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil
evaluasi.

Kebijakan perlindungan sosial di Indonesia dapat efektif dalam mengatasi kemiskinan jika
diterapkan dengan pendekatan multidimensional yang mencakup semua aspek kehidupan individu.
Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam penargetan, kualitas layanan, dan partisipasi masyarakat
masih perlu diatasi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan dalam implementasi,
kebijakan perlindungan sosial dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pengurangan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

7. Implikasi Kebijakan dan Analisis dengan Kerangka Teoritis dari Todaro dan Smith.

Implikasi kebijakan terkait dengan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia dapat
dianalisis dengan mengaitkan hasil analisis tersebut dengan kerangka teoritis dari Michael P.
Todaro dan Stephen C. Smith. Kerangka teoritis ini menekankan pentingnya memahami
kemiskinan sebagai fenomena multidimensional dan mendorong implementasi kebijakan yang
komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek kemiskinan. Berikut adalah beberapa implikasi
kebijakan yang dapat ditarik berdasarkan analisis yang dilakukan:
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A. Pendekatan Multidimensional dalam Kebijakan

Implikasi: Kebijakan perlindungan sosial perlu dirancang secara komprehensif, tidak
hanya berfokus pada peningkatan pendapatan tetapi juga mencakup dimensi lain seperti
pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Contoh Kebijakan: Pemerintah harus
memperkuat program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengaitkannya dengan
kebijakan pendidikan dan kesehatan. Misalnya, mengharuskan penerima PKH untuk mengakses
layanan kesehatan dan pendidikan, serta memberikan insentif bagi mereka yang melakukannya.

B. Penargetan yang Tepat dan Responsif

Implikasi: Penargetan program perlindungan sosial harus lebih tepat dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan dapat mencapai kelompok yang benar-benar
membutuhkan. Contoh Kebijakan: Menggunakan data yang lebih akurat dan sistematis untuk
menentukan penerima bantuan. Penggunaan teknologi informasi dan data geospasial dapat
membantu dalam memetakan daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan.

C. Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan

Implikasi: Kebijakan harus mendorong investasi yang lebih besar dalam sektor pendidikan
dan kesehatan, karena keduanya merupakan pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan
produktivitas. Contoh Kebijakan: Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, khususnya di daerah
terpencil, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Selain itu, program
pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin perlu diperkenalkan untuk meningkatkan
employability mereka.

D. Peningkatan Akses terhadap Peluang Ekonomi

Implikasi: Kebijakan perlindungan sosial juga harus menciptakan akses yang lebih baik
terhadap peluang ekonomi, seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan
pelatihan keterampilan kerja. Contoh Kebijakan: Mengembangkan program pemberdayaan
ekonomi yang menyediakan modal, pelatihan, dan akses ke pasar bagi masyarakat miskin.
Misalnya, koperasi masyarakat atau pelatihan kewirausahaan bagi kelompok rentan.

E. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Implikasi: Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan
implementasi program perlindungan sosial agar program tersebut relevan dan diterima dengan
baik. Contoh Kebijakan: Melakukan dialog dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam
perencanaan program. Program yang didasarkan pada masukan masyarakat cenderung lebih efektif
dan berkelanjutan.

F. Monitoring dan Evaluasi

Implikasi: Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat sangat penting untuk
menilai dampak dari kebijakan perlindungan sosial dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Contoh Kebijakan: Membentuk lembaga atau tim independen yang bertanggung jawab untuk
melakukan evaluasi berkala terhadap program-program perlindungan sosial dan memberikan
rekomendasi perbaikan.
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Dengan mengaitkan hasil analisis mengenai kemiskinan dan kebijakan perlindungan sosial dengan
kerangka teoritis dari Todaro dan Smith, kita dapat melihat bahwa kebijakan perlu
diimplementasikan dengan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Kebijakan yang
efektif harus mengatasi berbagai aspek kemiskinan dan memperkuat keterkaitan antara
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Melalui kebijakan yang inklusif dan responsif,
diharapkan kemiskinan dapat dikurangi secara signifikan, dan kualitas hidup masyarakat dapat
ditingkatkan.

KESIMPULAN

Tesis ini meneliti dampak kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan perlindungan sosial,
terhadap pendapatan, kesenjangan, dan kemiskinan di Indonesia dengan mengacu pada pendekatan
multidimensional dari Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Berdasarkan analisis yang
dilakukan, beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Kemiskinan Multidimensional: Kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor pendapatan, tetapi juga oleh kondisi pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap
layanan dasar. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk memahami dan mengatasi
kemiskinan secara komprehensif.

2. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Sosial: Kebijakan perlindungan sosial seperti Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menunjukkan dampak
positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh
tantangan seperti penargetan yang tidak tepat dan kualitas layanan yang rendah.

3. Peran Pendidikan dan Kesehatan: Investasi dalam pendidikan dan kesehatan sangat penting
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Kebijakan yang mengaitkan
perlindungan sosial dengan pendidikan dan kesehatan dapat membantu memutus siklus
kemiskinan.

4. Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
program perlindungan sosial berkontribusi pada keberhasilan program tersebut.
Keterlibatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi: Pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk
menilai dampak kebijakan perlindungan sosial dan melakukan penyesuaian yang
diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat
kebijakan perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan di Indonesia:

1. Mengembangkan Kebijakan Multidimensional: Kebijakan perlindungan sosial harus
dirancang dengan mempertimbangkan semua dimensi kemiskinan, termasuk pendapatan,
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pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Program-program harus saling terintegrasi
untuk mencapai dampak yang lebih besar.

2. Memperbaiki Penargetan Program: Pemerintah perlu menggunakan data yang akurat dan
teknologi informasi untuk meningkatkan penargetan program perlindungan sosial. Hal ini
akan memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang paling membutuhkan.

3. Meningkatkan Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan: Anggaran untuk sektor
pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil. Program-
program pendidikan dan kesehatan harus lebih fokus pada peningkatan kualitas dan
aksesibilitas.

4. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi: Kebijakan perlindungan sosial harus mencakup
program pemberdayaan ekonomi yang mendukung usaha kecil dan menengah serta
pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin.

5. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan program perlindungan sosial untuk memastikan program sesuai dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat.

6. Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah perlu membentuk tim
independen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program perlindungan sosial, serta
melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

Melalui implementasi rekomendasi di atas, diharapkan kebijakan perlindungan sosial di Indonesia
dapat menjadi lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Upaya yang
berkesinambungan dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan
untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). Gini Ratio Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. (2024). Gini Ratio Indonesia Maret 2024. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024. Badan Pusat
Statistik.

Dartanto, T., Halimatussadiah, A., Rezki, J. F., Satria, A., & Usman, E. (2020). The effectiveness
of Indonesia’s social assistance programs in reducing poverty and inequality. The SMERU
Research Institute.

Ghosh, J. (2019). Understanding the relationship between economic growth and inequality: A
Kuznets perspective. Asian Development Review, 36(1), 1-25.
https://doi.org/10.1162/adev_a 00133

114



Eco-lqtishodi

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 7, Nomor 2, Januari 2026

P-ISSN: 2685-2721 dan E-ISSN: 268-2721

Ginting, N. (2020). Impact of social protection policies on poverty reduction in Indonesia. Journal
of Economic Policy Reform, 23(2), 155-170.
https://doi.org/10.1080/17487870.2020.1732897

Khozali, M., & Hidayat, A. (2021). Effectiveness of Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) on food
security in Indonesian households. Journal of Development Policy, 12(3), 145-160.

Ministry of National Development Planning. (2020). National Medium-Term Development Plan
2020-2024. Bappenas.

Ministry of National Development Planning (Bappenas) & UNDP. (2021). [Indonesia
Multidimensional Poverty Index Report. Bappenas—UNDP Indonesia.

Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. (2021). Government Agency Performance
Accountability Report 2021. Ministry of Social Affairs.

OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative). (2023). Global Multidimensional
Poverty Index 2023: Country brief — Indonesia. University of Oxford.

Pritchett, L. (1997). Divergence, big time. Journal of Economic Perspectives, 11(3), 3—17.
https://doi.org/10.1257/jep.11.3.3

Ravallion, M., & Chen, S. (2012). Weakly relative poverty. World Bank Research Observer, 27(3),
151-181. https://doi.org/10.1093/wbro/lks017

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

Setiawan, D., & Wulandari, E. (2022). The impact of fiscal redistribution on poverty reduction in
Indonesia. Economics and Development Studies Journal, 14(2), 88—102.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson.

World Bank. (2021). Poverty and equity in Indonesia: Recent trends and future prospects. World
Bank.

World Bank. (2021). Social assistance public expenditure review: Strengthening Indonesia’s social
protection system. World Bank Group.

World Bank. (2022). Price shocks and vulnerable households in Indonesia. World Bank Group.

World Bank. (2023). Indonesia economic prospects.: Boosting confidence amid global uncertainty.
World Bank Group.

World Bank. (2023). Macro poverty outlook: Indonesia. World Bank Group.

Yumna, A., & McLeod, R. (2019). The effectiveness of Indonesia’s PKH program in improving
welfare outcomes. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55(1), 1-22.

115



Eco-lqtishodi

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 7, Nomor 2, Januari 2026

P-ISSN: 2685-2721 dan E-ISSN: 268-2721

116



